
BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR  11  TAHUN  2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) 
PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGKA TENGAH PRIMA MENJADI BUMD 

PERSEROAN TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
rakyat  serta  mengembangkan pembangunan perekonomian daerah 
sehingga dapat berdaya saing dalam mengantisipasi perkembangan 
ekonomi  global  dan berdampak positif  pada pembangunan daerah 
secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan sumber Pendapatan 
Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah, 
perlu  meningkatkan  fungsi  dan  peran  Perusahaan  Daerah 
Bangka Tengah Prima (PD BTP);

b. bahwa Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima yang didirikan 
dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2006  tentang 
Pembentukan  Perusahaan  Daerah  Bangka  Tengah  Prima,  perlu 
dilakukan perubahan status Perusahaan Daerah menjadi Perseroan 
Terbatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang 
Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan 
Daerah  (PD)  Bangka  Tengah  Prima  Menjadi  BUMD  Perseroan 
Terbatas (PT) Bangka Tengah Prima;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek 
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  33,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
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2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang  Pembentukan 
Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  217,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4268);

4. Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  4437),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan 
Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4756); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1998 tentang 
Penggabungan, Peleburan dan pPengambilalihan (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  40,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN BENTUK BADAN 
USAHA  MILIK  DAERAH  (BUMD)  PERUSAHAAN  DAERAH  (PD) 
BANGKA  TENGAH  PRIMA  MENJADI  BUMD  PERSEROAN 
TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka 

Tengah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 

DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten 
Bangka Tengah.

5. Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BUMD 
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

6. Perusahaan  Daerah  Bangka  Tengah  Prima  yang  selanjutnya 
disingkat  PD  BTP  adalah  Perusahaan  Daerah  yang  didirikan 
berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2006  yang 
modalnya  untuk  seluruhnya  atau  untuk  sebagian  merupakan 
kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  kecuali  untuk  ditentukan  lain 
dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006.

7. Perseroan  Terbatas Bangka  Tengah  Prima  yang  selanjutnya 
disingkat  PT  BTP  adalah  badan  hukum  yang  merupakan 
persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan 
kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi 
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

8. Dewan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas 
melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai 
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 
jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan 
Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta 
mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan 
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS 
adalah Organ Perseroan yang mempunyai  wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
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11. Likuidasi adalah proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan 
karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk 
melunasi  kewajiban  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  dan 
operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK, PEMBUBARAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) PD BTP yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah 
Prima, diubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas.

(2) Sebelum PD BTP dibubarkan, maka diwajibkan melaporkan hasil 
kekayaan yang diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan pada 
DPRD.

(3) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PD BTP dinyatakan bubar pada saat pendirian PT BTP, dengan 
ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban,  serta  kekayaannya. 
yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PT BTP.

(4) Seluruh  kekayaan  PD  BTP  setelah  perubahan  bentuk  menjadi 
PT BTP merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1) Bupati  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  proses 
perubahan bentuk PD BTP menjadi PT  BTP paling lama 1 (satu) 
tahun  setelah  diundangkannya  Peraturan  Daerah  ini,  yang 
pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Arah Kebijakan Umum dan Keuangan setelah perubahan bentuk 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  dengan  Anggaran 
Dasar PT BTP.

(3) Pemerintah  Daerah adalah pendiri PT BTP yg menjadi pemegang 
saham terbesar.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Maksud perubahan bentuk PD BTP menjadi PT BTP adalah untuk 
meningkatkan  fungsi  dan  peran  BUMD  PT  BTP  dalam 
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  menggalang  investasi 
yang  bermanfaat  dari  segi  ekonomi,  keuangan,  dan 
kemasyarakatan di Kabupaten Bangka Tengah.
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(2) Tujuan perubahan bentuk PD BTP menjadi PT BTP adalah :
a. mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah;
b. meningkatkan  permodalan  dengan  memberikan  kesempatan 

kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
c. menyelenggarakan  usaha  untuk  menyediakan  kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu 
tinggi dan terjangkau oleh masyarakat;

d. memupuk  keuntungan  yang  wajar  guna  peningkatan  nilai 
perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah; dan

e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan 
ekonomi nasional maupun global.

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 5

Pelaksanaan pendirian PT BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2,  dilakukan  menurut  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

PT BTP berkedudukan dan berkantor pusat di Koba, dengan kantor-
kantor cabang lainnya serta unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
KEGIATAN USAHA 

Pasal 7

(1) PT BTP bergerak dalam bidang usaha :
a. produksi;
b. pengadaan barang dan jasa; dan
c. usaha lain yang sah.

(2) PT BTP dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik 
Negara  dan/atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  lain,  Koperasi  dan 
Swasta  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang 
berlaku.

(3) Rincian  lebih  lanjut  bidang  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1), diatur dalam akta pendirian.
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